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A. Latar Belakang Masalah

Problema hukum di era globalisasi saat ini baik dalam bidang
ekonomi, politik, maupun bisnis, tidak pernah ada habisnya. Problema
hukum di era globalisasi ini yang selalu berkembang itu kejahatan.
Kejahatan adalah suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami
dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat
menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang
berbeda satu dengan yang lain.'

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan
sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan
sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam
pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan
hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali
ada alasan pembenar.” Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP disebutkan:

suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-undangan yang telah ada.’

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001), 1

’Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008), 84.

*Moeljatno, KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 3.



Keadaan hukum pidana itu timbul kebutuhan atau hasrat untuk
mengambil tindakkan terhadap mereka yang menimbulkan kerugian pada
kepentingan perseorangan, oleh karena itu mulai menginsyafi bahwa
perbuatan yang merugikan kepentingan perseorangan merupakan pula
pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat. Maka guna mengakhiri
terjadinya balas dendam yang timbul balik tadi, diputuskanlah bahwa
seorang yang menimbulkan kurugian pada kepentingan orang lain, harus
membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan, juga kepada
masyarakat.”*

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya merupakan
himpunan dari berbagai macam hubungan antar para anggotanya,
hubungan ini yang kemudian membentuk kehidupan sosial dan di dalam
kehidupan sosial terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur baik dari
peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik
oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan sanksi bagi
pelanggarnya.” Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk
undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut dengan hanya
ditetapkan dalam peraturan saja sanksi itu tidak terwujud dengan
sendirinya harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan

alat-alat, yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu.’

*Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian |, ( Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1995), 24
*Satjipto Raharjo, llmu Hukum Cetakan keenam, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 37.
*Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung: PT Alumni, 2007), 43.



Pada permulaan perkembangan sanksi/pidana itu, sebelum dikenalnya
kekuasaan yang dipusatkan atau sebelum adanya negara maka sanksi itu
tak lain dari luapan rasa marah yang sangat hebat akibat aib seseorang
terhadap siapa saja di sekitarnya dengan kata lain sasaran balas dendam
itu ditujukan kepada sembarang orang, sekalipun orang itu bukanlah yang
menimbulkan aib. Hal semacam itu tetap bersifat demikian selama
pembalasan dendam itu masih berupa peredaan dan penghapusan
ketegangan psykhis orang yang merasa aib itu. Perkembangan berikutnya
ialah pembalasan dendam itu ditujukan kepada seorang tertentu yang
dianggap bersalah karena menyerang atau melanggar ataupun orang yang
disangka telah melakukan perbuatan itu.’

Ancaman pidana penjara yang berat dari peraturan perundang-
undangan dan penerapan pidana penjara yang tinggi dari tuntutan serta
putusan pengadilan bukanlah sanksi yang mutlak (determinate sentence).
Kita tidak harus berpikir mengenai ancaman pidana yang berat dan
penerapan pidana yang tinggi, jika pengetahuan kita telah berorientasi
dengan perkembangan pidana dan pelaksanaan pidana penjara baru.
Peraturan perundangan yang memuat ancaman sanksi pidana yang berat
sesungguhnya merupakan ukuran batas maksimum yang diramalkan oleh

badan pembentuk undang-undang, sedangkan penerapan pidana yang

"Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.



tinggi merupakan batas atas yang dapat dipertimbangkan para penerap
hukum pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.®

Salah satu tindak pidana dalam hukum kesehatan yang sering terjadi
pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu
profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan
sumber alam dan bahan sintesis yang cocok dan menyenangkan untuk di
distribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu
penyakit. Di mana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat
memungkinkan orang untuk melakukan mengimpor barang tanpa
beacukai atau barang yang dijual tersebut ilegal atau selundupan. Dari
media cetak maupun elektronik menunjukan bahwa seringnya terjadi
kejahatan tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dengan
berbagai jenis barang karena harga yang dijual lebih murah dari harga
rata-rata karena barang tersebut tidak ada izin dari BPOM dan tanpa
membayar bea dan cukai maka barang tersebut barang ilegal atau
penyelundupan.

Tindak pidana penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau
impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau
pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea

masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai.” Secara umum

®Bambang Poernomo, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Yogyakarta: Dosen Fakultas Hukum UGM,
1988), 5.

°Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), 40.



penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam yaitu penyelundupan fisik
dan penyelundupan administrasi.'®

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan
pajak, dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan
bea masuk dan cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan
Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia 2003 tentang Keuangan
Negara. Timbulnya kerugian negara itu kekurangan uang yang nyata dan
pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik
yang sengaja maupun lalai, berasal dari pungutan negara yang tidak
dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup. "

Akibat negara tidak dapat memungut uang tersebut maka
mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang secara otomatis
sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian
negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan
nasional yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia."

Hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan

hukum mengenai pidana.”® Adapun tindak pidana mengedarkan kosmetik

yang tidak memiliki izin edar diatur di dalam Undang-Undang No. 36

93oufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, ( Jakarta
Sinar Grafika, 1992), 6.

yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), 46.

“Ibid., 47.

Bshaq, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 128.



Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di indonesia sendiri telah membuktikan
bahwa pentingnya kesehatan dengan jaminan kepastian hukum sejak
tahun 1992, dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 1992 tentang
kesehatan, yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 36 Tahun
2009 tentang kesehatan. Di dalam UU Kesehatan tersebut diatur tentang
kesehatan, pelayanan kesehatan, sanksi pidana dalam bidang kesehatan
sediaan farmasi, dan sebagainya.

Peraturan peredaran sediaan farmasi diatur dalam pasal 106 ayat 1
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu sediaan farmasi dan alat
kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sedangkan
sanksinya yang tercantum dalam pasal 197 UU Nomor yang berbunyi:
setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
sebagaiamana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."*

Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah
dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang
sudah mendapatkan izin edar. Banyaknya masyarakat indonesia yang
perawatan kosmetik ke luar negeri kemudian ketika kosmetik yang
dikonsumsi telah habis, mereka harus kembali ke negara tersebut untuk

perawatan, akhirnya mereka berpikir untuk memesan kosmetik pada toko

“Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 74.



sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebesar saat kembali ke luar
negeri. Pihak toko pun mempunyai inisiatif untuk membeli kosmetik
dalam jumlah besar, secara tidak langsung hal ini merupakan pengedaran
tanpa izin edar. Selain itu juga, indonesia memiliki banyak pulau-pulau
yang dekat dengan perbatasan wilayah negara, hal ini mengakibatkan
pulau-pulau terluar menjadi sarana masuknya kosmetik asing tanpa nomor
izin edar.

Bahwa kasus yang ada didalam putusan No 87/Pid.B/ 2012/ Pn-Mbo
fakta hukumnya terdakwa yang bernama Zulkifli Bin H. Basyah pada
tanggal 2 Desember 2011 BPOM beserta Polda Aceh melakukan operasi
gabungan ke toko pemilik terdakwa yang bernama jasa tamita di
meulaboh untuk melakukan pemeriksaan kosmetik/farmasi. Bahwa
kosmetik yang dijual tidak terdaftar di BPOM dan ditakutkan
mengandung bahan berbahaya karena bisa merusak wajah bagi yang
memakai. Dampak negatif bagi masyarakat, tidak dapat dijamin untuk
memakai karena diragukan bahan apa saja yang digunakan untuk
membuat kosmetik. Kosmetik tersebut tidak boleh dijual karena barang
ilegal yang belum diuji oleh BPOM dan tidak masuk ke Kas Negara dan
keuntunganya diambil oleh pengimport. Terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja yang mengedarkan

kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Kasus tindak pidana sengaja yang dilakukan oleh terdakwa Zulkifli

Bin H. Basyah adalah mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin



edar yang di dalam hukum pidana Islam sebenarnya perbuatan yang
dilarang oleh syara’yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau
ta’zir.” Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.
Syariat Islam secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap
manusia untuk melaksanakannya.'® Untuk kosmetik yang di konsumsi
oleh semua orang, bisa dianggap untuk kemaslahatan umum. Peredaran
kosmetik tanpa izin edar, dilakukan dengan cara selundupan. Peredaran
kosmetik tanpa izin edar dapat membahayakan pemakaiannya maka

hanya hukuman ¢a ’zir yang akan dikenakan.

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan
pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau tidak,tetapi lebih
berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita masyarakat.
Sedangkan hukum pidana Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman
adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak jiwa, karena jika akhlak
terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik,
jiwa, dan ketentraman masyarakat. Dengan harga yang lebih murah dari
harga rata-rata mengakibatkan para pelaku pengedaran berusaha

melakukan apa yang menjadi niatnya itu dengan berbagai macam cara.

Salah satunya yang dilakukan oleh terdakwa Zulkifli Bin H.Basyah

mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar Meulaboh,

**Ahsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008),

87.

16Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.



sumatera. Karena kosmetik tersebut yang di konsumsi oleh semua orang,
lokasi kejadian berada di toko jasa tamita yang terletak di Jln.
Sisingamaraja LK I Gampong Drien Rampak Meulaboh,kerugian yang
ditimbulkan walaupun diputusan tersebut kosmetik dikembalikan lagi
tetapi tetap merugikan dan meresahkan masyarakat. Terdakwa
memperoleh kosmetik tersebut dari sales medan yang tiap minggunya di
kirim ke toko jasa tamita dan barang tersebut barang ilegal atau barang
penyelundupan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Pemberatan
atas pertimbangan hakim menyatakan perbuatan terdakwa merupakan
perbuatan yang dapat merusak kesehatan orang yang membelinya jika

digunakan secara berkepanjangan.

Kasus ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, mengingat
pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh
No:87/Pid.B/2012/PN.Mbo. Tentang mengedarkan kosmetik yang tidak
memiliki izin edar terkait bagaimana dasar petimbangan dalam
menentukan putusan lama hukuman dan bagaimana tinjauan hukum
pidana Islamnya. Kasus ini dalam putusan dikenakan pasal 197 Jo pasal
106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Akan tetapi dalam
putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No:87/Pid.B/2012/PN.Mbo.
memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama
empat- bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu

rupiah).
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Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti
tentang kasus mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang
dilakukan oleh Zulkifli Bin H.Basyah terkait dengan bagaimana dasar
pertimbangan dalam menentukan hukuman dan bagaimana tinjauan
hukum pidana Islam. oleh karena itu penulis putuskan mengangkat judul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Sengaja
Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Meulaboh No:87/Pid.B/2012/PN.Mbo)”.

. Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka teridentifikasi beberapa

masalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau dari
UU No. 36 Tahun 2009

2. Tindak pidana penyelundupan secara umum

3. Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sengaja
yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar

4. Tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau dari
hukum pidana Islam

5. Tingkat keadilan dalam kasus tersebut antara hukum positif dan
hukum pidana Islam.

. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang

lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar :



1.
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Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana
sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di
pengadilan dalam perkara No. 87/Pid.B/2012/PN.Mbo.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana
sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar

dalam perkara No.87/ Pid.B/ 2012/ PN. Mbo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,penulis

merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1.

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi
terhadap tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak
memiliki izin edar (Studi putusan pengadilan Negeri Meulaboh
No. 87/Pid.B/2012/PN.Mbo)?

Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak
pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin
edar (Studi putusan pengadilan Negeri Meulaboh No.

87/Pid.B/2012/PN.Mbo)?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak
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merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah

ada.'’

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang penyelundupan

dan tindak pidana mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar,

adalah :

1. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Peredaran
sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan™ Skripsi oleh Siti Nur Harviyah, jurusan Siyasah
Jinayah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2013.
Skripsi ini menggunakan metode deskriptif yang digunakan untuk
menggambarkan tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin
edar serta sanksinya dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Selanjutnya akan dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk
mengemukakan dalil-dalil umum dari Al-Qur’an maupun hadits.
Dilakukan penelitian secara komprehensif, di temukan bahwa tindak
pidana peredaran sediaan farmasi diatur dalam pasal 106 ayat (1) dan
diancam pidana dalam pasal 197 UU No. 36 tentang kesehatan.
Dalam hukum pidana Islam dilihat dari sanksi peredaran sediaan
farmasi tanpa izin edar dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan termasuk dalam jarimah dengan dikenai hukuman ta zir."®

' Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya,
2016)

'8 Siti Nur Harviyah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam TerhadaTindak Pidana Peredaran Sediaan
Farmasi Tanpa lzin Edar Menurut UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” , (SKripsi---
IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
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2. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyelenggaraan Klinik
Pengobatan Alternatif Tanpa Izin: Studi Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ” Skripsi oleh Fadiatul
Arifah, fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun
2008, skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu
menggambarkan atau menguraikan secara jelas tentang pola hubungan
hukum para pihak dalam praktek pengobatan alternatif, penelitian ini
bersifat kualitatif dengan menggunakan teknis analisis deduktif. Dari
hasil penelitian meyimpulkan bahwa penyelenggaraan klinik
pengobatan alternatif tanpa izin telah melanggar ketentuan Undang-
Uudang No. 8 tentang perlindungan konsumen yakni pelaku usaha
yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau
garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan dan terkena
sanksi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Menurut hukum pidana Islam penyelenggaraan klinik pengobatan
alternatif tanpa izin dikenakan dengan hukuman ¢a’zir sebab dalam
hukum pidana Islam tidak ditentukan dan Ulil Amrilah yang
memutuskan hukuman tersebut."’

3. “Tinjauvan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal
Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesechatan”

Skripsi oleh Diana Syahbani, fakultas Hukum Universitas

YFadiatul Arifah “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelenggaraan Klinik Pengobatan
Alternatif tanpa lzin: Studi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga
Konsumen ”, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).
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Pembanguan Nasional “Veteran”, pada tahun 2012. Skripsi ini
menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat
disimpulkan seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan
peredaran obat-obatanilegal bila melanggar pasal 196-197 UU No. 36
tahun 2009 tentang kesehatan sedangkan bagi korporasi yang
melakukan peredaran obat ilegal dijerat dengan pasal 201 UU
kesechatan peredaran obat-obatan ilegal yang sering terjadi di
masyarakat sebagian besar melalui situs internet.?
F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan
masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci
tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi
tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki
izin edar (Studi putusan pengadilan Negeri Meulaboh No.
87/Pid.B/2012/PN.Mbo).

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi
tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki
izin edar (Studi putusan pengadilan Negeri Meulaboh No.
87/Pid.B/2012/PN.Mbo tentang tindak pidana sengaja mengedarkan

kosmetik yang tidak memiliki izin edar).

*Diana Syahbani, Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan llegal Menurut
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Surabaya: UPN “Veteran” Jawa Timur 2012)
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G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik

dari secara teoritis maupun secara praktis.

1.

Secara Teoritis: dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis
penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan
memperluas ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan
dengan masalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak
pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin
edar.”’

Secara Praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang
diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak
hukum bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta
menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian,
dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam
bidang hukum yang diharapkan bermanfaat untuk terciptanya
keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan Undang-
undang Dasar serta al-Qur’an dan al-Hadits. Serta sebagai bahan
acuan atau literatur bagi Praktisi Hukum, Dosen, Peneliti, Mahasiswa

Hukum, dan para pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang

hukum.?

?'Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 79.

22|pid., 68.
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H. Definisi Operasional
Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka
perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam
penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan
tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami
maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah “7injavan Hukum Pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Sengaja Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak
Memiliki Izin Edar(Studi Putusan No. 87/Pid. B/2012/PN.Mbo). Dan agar
tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka
perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai
berikut :

1. Hukum Pidana Islam: aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah
perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa,
harta maupun yang lain yang diancam oleh Allah dengan hukuman
ta’zir, had dan gisas.”

2. Tindak Pidana Sengaja: setiap perbuatan yang diancam hukuman
sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP
maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan
penuh kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut. tindak pidana

yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur

2 Ahsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT: Kharisma Ilmu,
2008), 88.
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kesengajaan.?* Dalam hal ini, tindak pidana yang dimaksud oleh
penulis adalah tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak
memiliki izin edar.

3. Mengedarkan: setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran
atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka
perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.”

4. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar: alat kesehatan yang berupa
zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau
aroma tubuh manusia hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin
edar dan dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan izin edar oleh
Pemerintah Republik Indonesia adalah Badan Pengawan Obat dan
Makanan (BPOM).*

[. Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (/ibrary
research), yaitu studi kepustakaan dari beberapa refrensi yang relevan
dengan pokok pembahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam
terhadap pelaku tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak

memiliki izin edar.

1. Data Yang Dikumpulkan

*Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), 90.

“Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan

**Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 .
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Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data tindak pidana pelaku tindak pidana sengaja mengedarkan
kosmetik yang tidak memiliki izin edar analisa putusan Pengadilan
Negeri Meulaboh No. 87/Pid.B/2012/PN.Mbo.

b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana
sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam
putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 87/ Pid.B/2012/ PN. Mbo.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri
dari:
a. Sumber primer
Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara
langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data
primernya adalah:*’
1) Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.
87/Pid.B/2012/PN.Mbo.
2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 14b Ayat (3)
b. Sumber data sekunder
Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan

sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-

*'Zainuddin Ali, MetodePenelitianHukum, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), 47.
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buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait

dengan penyusunan skripsi ini.ngiantaranya :

1) Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I

2) Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijkan Hukum Pidana

3) Bambang poernomo, Kapita Selekta Hukum Pidana

4) Yudi Wibowo sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan Di
Indonesia

5) M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah

6) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam

7) Ahsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam

Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian dokumentasi,
maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan
data  literatur, yaitu dari dokumen putusan No.
87/Pid.B/2012/PN.Mbo yang dilengkapi dengan penggalian bahan-
bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana
bagi pelaku tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang
tidak memiliki izin edar. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di
sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli
hukum terutama dalam bidang hukum pidana, dan hukum pidana

Islam.

bid., 54.
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4. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka
peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:*

a. Editing, yaitu meneliti kembali semua data yang diperoleh,
terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan
keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini
penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan No.
87/Pid.B/2012/PN.Mbo, kejelasan makna tentang sanksi pelaku
tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak
memiliki izin edar, dan kesesuaian data-data dari
kepustakaan.*

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah dirancanakan
yang tersusun pada bab III tentang tindak pidana dengan
sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar
serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana
sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar
(putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Mbo).

c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan
pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk
menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang

telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut

*Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125
30 3
1bid., 129.
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meliputi sanksi hukuman tindak pidana sengaja mengedarkan

kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan analisa tinjauan

hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan

dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar

sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang

dibutuhkan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi

ini adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif ini

adalah:

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan

mengenai sanksi hukuman yang diputuskan dalam kasus tindak
pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin
edar oleh Pengadilan Negeri Meulaboh secara keseluruhan,
mulai dari deskripsi kasus, sampai dengan isi putusan.’’

. Deduktif, yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang
dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum
berupa dalil, kaidah figh, pendapat mujtahid (yakni berkaitan
tentang sanksi/ hukuman tindak pidana sengaja mengedarkan

kosmetik yang tidak memiliki izin edar) kemudian ditarik suatu

kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang

*'Zainuddin Ali, Metode Penilitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 11.
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dilakukan, (yaitu berkesimpulan bahwa seorang pengedar
kosmetik yang tidak memiliki izin edar akan tetap diminta
pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya).*
J. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi
terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah
pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab
terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya
saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau
kerangka konsepsional yang merupakan hasil telaah dari beberapa
literatur yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan dan
proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan
menganalisis fenomena yang ada. Pada bab ini, akan memuat tentang
tinjauan teori yang dalam hal ini menggunkan teori jarimah ta’zir,

meliputi: pengertian jarimah ta’zir, dasar disyariatkan ta’zir, tujuan dan

*>Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 12.
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syarat-syarat sanksi fa’zir, macam-macam jarimah ta’zir, dan bentuk
hukuman jarimah ta’zir.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang putusan Pengadilan
Negeri Meulaboh No.87/Pid.B/2012/PN.Mbo. tentang tindak pidana
sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, deskripsi
singkat pengadilan Negeri Meulaboh, deskripsi terjadinya tindak pidana
sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam
putusan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti,
Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi hukuman terhadap pelaku
tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin
edar (putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 87/Pid.B/2012/ PN.Mbo).

Bab keempat adalah tentang analisis terhadap pertimbangan
hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, dan tinjauan
hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana sengaja mengedarkan
kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dan analisis menurut hukum
pidana Islam.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



